
BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TEI.{GAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR i$. reuUN.?9es

TENTANG

PENYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

bahwa memelihara ketenteraman dan ketertiban
masyarakat merupakan tanggung jawab negara dalam
rangka mengejawantahkan tujuan bernegara dalam
Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 untuk melindungi segenap
bangsa lndonesia dan seluruh tumpah darah lndonesia;
bahwa masyarakat di Kabupaten Morowali beragam
suku, ras, agama, golongan dan berbeda strata sosial
ekonomi berpotensi menimbulkan konflik yang
meng€rncam situasi terganggunya ketenteraman dan
ketertiban masyarakat secara iokai dan regionai perlu
kehadiran Pemerintah Daerah untuk menata kelola
kehidupan bermasyarakat dengan menerapkan prinsip
toleransi;
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) dan
Pasai 25 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah
berwenang menetapkan kebijakan Daerah dalam
Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat
dalam rangka melaksanaan urusan pemerintahan
umum diw-ilayahrrya berdasarkan Ketentuar Peraturan
Perundang-undangan;
bahwa untuk memberikan arah, landasan dan
kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat
dalam penyelenggaraan toleransi kehidupan
bermasy'arakat dalam rangka terpeliharani'a
ketenteraman dan ketertiban masyarakat perlu diatur
dengan Peraturan Daerah;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan hurus d,
perlu menetapken Peraturan Daerah tentang
Penyelenggaraan Toleransi Kehidupan Bermasyarakat;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Lrndang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali

Menimbang : a.

b.

c.

d.

e.

Mengingat
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dan Kabupaten Banggai Kepulauan (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 390O)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2OO0 tentalg Perubahan atas Undang-
Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan
Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten
Banggai Kepuiauan (Lembaran Negara Repubiik
Indonesia Tahun 200O Nomor 78, Tambahan l,embaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
indonesia Tahun 2Oi4 iiomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nornor 2 Tahurr 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan kmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MOROWALI

dan
BUPATI MOROWALI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEI\TYELENGGARAAN
TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:
1. Wawasan Kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia tentang

diri dan lingkungannya mengutamakan persatuan dan kesatuan
balgsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila, Undang-
ITndano F)aser Neoara Renrrhlik Indonesia Tahrtn 1945 Rhinneka
T\rnggal Ika, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Toleransi adalah sikap dal perilaku menghormati, menerima, dan
menghargai keragaman suku, ras, agarna, golongan, budaya serta
kondisi khusus lainnya dalam kehidupan bermasyarakat,
berbangsa dan bernegara.

3. Pranata Sosial adalah lembaga yang lahir dari nilai adat,
agama/keyakinan, budaya, pendidikan, dan ekonomi yang dihormati,
diakui, dan ditaati, dan masih berlaku di masyarakat

4. Revitalisasi adalah upaya untuk menghidupkan kembali tradisi dan
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nilai hidup yang sudah lama diterapkan dalam kehidupan
masyarakat.

5. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan
secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik
sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi konflik yang
mencangkup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan
pasca konflik.

b. Kecamatan aciaiah bagian wilayah cian Kabupaten yang dipimpin oieh
Camat.

7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hai asai usui cianlatau hak traciisionai yang
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

8. Pemerintah Daerah adalah Bupati Morowali sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
ur-Llsan pemerirrtairan yarlg merijarii kewenangam riaerair otorronr
kabupaten.

9. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
10. Daerah adalah Daerah Kabupaten Morowali.
11. Bupati adalah Bupati Morowali.
1a [r^-^--t--+ n^^-^L ^l^1^1- *^*t^^-+-- D-,.^^+: rf^-^--,^t: J^.^r.4. rcri1"1r.6A.r,L lJia"El .:Ll.r .a.ucirdi'ti il.ij.si-ti. PcIIIUaaIiLii .trriiPiili lviu.i.uwiitl uali

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali dalam
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah kabupaten.

13. Badan adalah Perangkat Daerah yang membidangi Kewaspadaan
I\Taoi^-ol r{^- Do-^6d6h^n T1^-+1i1.It4oIUltlI U(!l I. r(xrS.llQl l\vrlrrrr\.

14. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yarrg dalam pelaksanaan
tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangarl pemerintahan dari
Bupati untuk menangani sebaeian urusan otonomi daerah, dan
nr enrrel en oo arak qt,. tr r cra s, r r rr11 r ?rr nern erin f a h a n

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bermaksud untuk mendukung terpelihara dan
terselenggara"nya kehidupan masyarakat di Daerah yang arnan, tenteram
rlan tertil-r r{al rrr ker oqrtlr n s'rrtrrr ras e<lp.tr'a crnlnnrratr hrrr{arra datru*rrs, iuu, q6.5^iq, 

5vrviib.5i, v-quqJq siai

kondisi sosial ekonomi dengan mengimplementasikan prinsip Toleransi.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
a. memelihara kehidupan bermasyarakat agar tetap rukun, arn€u'l.,

tenteram, damai dan sejahtera;
b. mencegah terciptanya kondisi yang mengganggu kehidupan

bermasyarakat yang diakibatkan oleh kegiatan intoleransi yang
berpotensi terl'adinya konfiik; <ian

c. meningkatkan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
serta turut memelihara dan memperkokoh persatuan dan kesatuan
bangsa dan negara.
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d. melakukan Revitalisasi terhadap kearifan lokal; dan
e. meredam masalah dan menemukan solusi.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:
a. arah kebijakan;
l.r +anamrna i-."-L. D-marin+alr l-\oaralr.u. Lllrb5qab J

c. kelembagaanpelaksana;
d. kerja sama;
e. peran serta masyarakat; dan
f. pendanaan.

BAB II
ARAH KEBIJAKAN

Pasal 5

(1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Toleransi kehidupan
bermasyarakat berdasarkan ideologi Pancasila, Undang-Undang
Dasar Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat sebagaimana
dimaksuci pada ayat (i) diiaksanakan berdasarkan perencanaan
Daerah.

(3) Perencanaan Daera-h sebagaimana dimaksud pada ayat (21

dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

(1) Perencanaan Daerah dalam penyelenggaraan Toleransi kehidupan
bermasyarakat sebagaimala dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)

dirumuskan berdasarkan permasalahan urusan kesatuan bangsa dan
politik di Daerah.

(2) Permasalah€rn urusan kesatuan bangsa dan politik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. kurangnya cakupan sekolah, organisasi masyarakat, dan

keagamaan yang memperoleh pengesmbangan Wawasan
Kebangsaan;

b. belum optimalnya cakupan pendidikan politik masyarakat;
c. belum mantapnya pendidikan karakter, budi pekerti,

kewarganegaraan, dan kebangsaan; dan
d. belum optimalnya peran keluarga dalam pembangunan karakter

bangsa.
(3) Permasalahan sebagaimana dimaksuci paria ayat (2) menjadi arah

kebijakan penyelenggaraan Toleransi kehidupan bermasyarakat.
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BAB III
TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah bcrtanggung jawab dalam penyclenggaraan
Toleransi kehidupan bermasyarakat di Daerah.

(2) Penyelenggaraan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dibatasi pada tugas bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah.

Pasal 8

Tanggung jawab Pemerintah Daerah sebagaimana
Pasal 7 dilaksanakan melalui tahapan:
a. peningkatan Toleransi;
b. pemeliharaan Toleransi; dan
c. Penanganan Konflik.

dimaksud dalam

Bagian Kedua
D--i-^La+an f^l-----ir lrru.SruL.lr

Pasal 9

Peningkatan Toleransi sebagaimana dimalsud dalam Pasal 8 huruf a
dilakukan melalui:
a. peningkatan kapasitas; dan
b. fasilitasi.

Pasal 10

(1) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal t huruf
a dilaksanakan melalui:
a. pendidikan Pancasila, kewarganegaraan dan bela negara;
b. pendidikan budi pekerti yang dilandasi nilai kebangsaan dan

kearifan lokal;
c. pendidikan kesadaran hukum;
d. pendidikan dan pelatihan, seminar, kursus dan lokakarya

tentang nilai kebangsaan, multikulturalisme, kerukunan,
patriotisme; dan

e. perkemahan kebangsaan.
(2) Peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat

diikuti oleh orang atau keiompok orang yang berasal ciari iintas
agama, suku, ras dan budaya yang berbeda.

Pasal 1 1

(1) Fasiiitasi sebagaimana ciimaksud dalam Pasal t huruf b sebagai
upaya untuk mendampingi, membantu dan mengoordinasikan
pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan kegiatan penguatan
Toleransi.

(2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat ( f) dapat
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berbentuk:
a. pembiayaan;
b. penyediaan sarana dan prasarana; dan/atau
c. teniut lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangaa.
(3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai

ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pemeliharaan Toleransi

Pasd 12

Pemeliharaan Toleransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b
dilakukan dalam hal:
a. menghormati dan menghargai perbedaan agama/ keyakinan yang

dranut orang atau kelompok masyarakat;
b. menghormati dan menghargai perbedaan suku dan budaya;

c. menghargai hak dan kewajiban dalam kehidupan bermasyarakat;

d. menghormati Pranata Sosia-t dan kearifan lokal yang berlaku di

masyarakat;
e. mengembangkan sikap tenggang rasa dan kepedulian artar sesama

anggota masyarakat;
f. mempererat hubungan sosial yang harmonis; dan
g. memelihara kondisi yang damai di masyarakat.

Bagian Keempat
Penanganan Konflik

Pasal 13

(1) Penanganan konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 hurrf c

bertujuan untuk menyelesaikan masalah dengan menerapkan
budaya Toleransi yang ada dalam kehidupan bermasyarakat.

(2) Penanganan konllik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan melalui tahaPan:
a. rekonsiliasi;
b. reintegrasi;
c. rehabilitasi; dan
d. rekonstruksi.

Pasal 14

(1) Pengeiatan Toleralsi kehidupan bermasyaraliat di Daerah
dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Badan.

(2) Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersinergi dengal:
a. Kantor Kementerian yang menyelenggarakan urusan

BAB TV

KELEMBAGAAN PELAKSANA
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pemerintahan di bidang agama di Daerah;
b. forum koordinasi pimpinan di Daerah;
c. forum kerukunan umat beragama;
d. forum kewaspadaan dini masyarakat; dan
e. forum pembauran kebangsaan.

Pasal 15

(1) Penguatan Toleransi kehidupan bermasyarakat di Kecamatan
dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh Camat.

(2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dan
bersinergi dengan:
a. kantor urusan agama;
b. forum koordinasi pimpinan di Kecamatan;
c. Kepala Desa; dan
d. Lurah.

Pasal 16

(1) Kepala Badan melaporkan pelaksanaan Toleransi kehidupan
bermasyarakat kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(2) Camat melaporkan pelaksanaan Toleransi kehidupan bermasyarakat
kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah tembusan Kepala Badan.

(3) Kepala Badan membuat laporan konsolidasi terhadap laporan Badan
dan laporan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2\.

(4) Laporan konsolidasi sebagaimana dimalsud pada ayat (3) merupakan
laporan pelaksanaan Toleransi kehidupan bermasyarakat di Daerah.

(5) Laporan pelaksanaan Toleransi kehidupan bermasyarakat di Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampa-tkan kepada Menteri
yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri melalui
Gubernur.

BAB V
KERJA SAMA

Pasal 17

Dalam upaya peningkatan Toleransi kehidupan bermasyarakat,
Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama.

Pasal 18

(1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan
dengan:
a. daerah lain; dan/ atau
b. pihak ketiga.

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
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BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

(1) Masyarakat berperan serta dalam peningkatan dan pemeliharaan
Toleransi kehidupan bermasyarakat.

(2) Masy'ara-kat sebagaimana dima_ksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. perseorangan;
b. kelompok masyarakat; dan
c. lembaga kemasyarakatan.

(3) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
- r^L.^L q5or^q,

b. tokoh adat; dan
c. tokoh masyarakat.

(4) Kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
meliputi:
a. Pranata Sosial; dan
b. kelompok warga sipil.

(5) Lembaga kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
c meliputi:
a. yayasan;
b. lemhaga nirlatra;
c. lembaga dan/ atau organisasi kemasyarakatan.

Pasal 2O

Peran serta masya:ra-kat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dapat
berbentuk:
a. pembiayaan;
b. bantuan teknis;
c. bantuan sumber daya manusia; dan/atau
d. bantuan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 2 I
Pendanaan pelaksanaan penyelenggaraan Toleransi dalam kehidupan
bermasyarakat bersumber dari:
a. anggarzrn pendapatan dan belanja Daerah; dan
b. sumber lainnya yang sall dan tidak mengikat sesuai ketentuan

haP^rrrr^6 ^--,-n^-^,.-,.1^-^^-Prr qrqr ur1 PU^ qrru@rfi !urudrrriqrr.
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan peng:Jndangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam l,embaran Daerah
Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungkt-r
Pada tanggal .ll Se$erber ?oas

BUPATIMOROWALI,

ttd

IKSAN

Diundangkan di Bungku
pada tanggal .?* Se*ernber aor\

SEKRETAzuS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

YUSMAN MAHBUB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHI,TN ]q?5 NOMOR .9.I0

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI
SULAWESI TENGAH : 42, o9 /3s35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPAI,ABAGIAN HUKUM
SEKRI,TARIAT DAERAH KAI]UPATEN MOROWALI,

BAHDIN BAID, S.H.,M.H
PembinaTkt I, IVlb
MP. 19820602 200604 1005

ttd
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR !9. TAHUN.?P,S

TENTANG
PEIVYELENGGARAAN TOLERANSI KEHIDUPAN BERMASYARAKAT

I. UMUM

Kondisi terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban
masyarakat merupakan impian masyarakat dan salah satu prasyarat
efektivitas neg€ua dalam menjaiankan roda pemerintahan. Daiam
rangka mencapai kondisi seperti ini, negara harus hadir dan
bertanggung jawab sebagai upaya mewujudkan tduan bernegara
sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni untuk melindungi
setenap barrgsa irrtionesia darr scluruir iunrpah dalah Indonesia.

Masyarakat di Kabupaten terdiri atas beragam suku, ras, agama
dan golongan sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Ikatan
bersamaan yang tenteram dan damai dalam bingkai kebhinekaan
telah lama ada, tumbuh dan berakar kuat di tengah masyarakat, dan
hal ini merupakan modal besar bagi Pemerintah Daerah dalam
penyelenggaraan pembangunan daerah dan jaminan aktivitas
masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pokok dan bermasyarakat
yang lebih baik.

Pada era relbrmasi, dan pesatnya perkembangan teknologi
informasi saat ini, kebhinekaan berpotensi menjadi ancaman bagi
terpeliharanya ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Sentimen
primordial (suku, agama, ras, dan golongan), termasuk
penyebarluasan paham radikal transnasional dapat menggerus kohesi
sosial rian mengikis keda-laman toiensi di masyarakat.
Pemahaman yang sempit dan tidak kompleks tentang perbedaan,
hanya terbatas pada paham identitas tertentu tersebut, dan juga
menyangkut persoalan yang lebih luas seperti keadilan dan
kesejaftteraan yang timpang di tengah masyarakat karena berbagai
penyebab, termasuk dampak peiaksanaan kebijakan Pemerintah
Pusat di Kabupaten akan lebih memperlebar sikap intoleransi. Di
dalam Lampiran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Morowali Tahun 2025-2045 semakin mempertegas potensi
ancarnan ini yang terkonfirmasi pada permasalahan pembangunan
ur usaii Kesatuan Bangsa dan Poiitik di Kabupaten sebagainiala
tertuang pada BAB III halaman 327, yakni:
J. kurangnya cakupan sekolah, organisasi masyarakat, dan

keagamaan yang memperoleh pengembangan wawasan
kebangsaan;

2. belum optima-ln1'a cakupan pendidikan politik masyarakat;
3. belum mantapnya pendidikan karakter, budi pekerti,

kewarganegaraan, dan kebangsaan; dan
4. belum optimalnya peran keluarga dalam pembangunan karakter

bangsa.
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II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I
Cukup jelas.

Pasal 2
Yang dimaksud dengan "prinsip Toleransi" adalah prinsip yang
dianut dalam penyelenggaraan Toleransi kehidupan
bermasyarakat meliputi:
a. kesetaraan;
b. non diskriminasi;
c. keterbukaan;
d. akuntabilitas; dan
e. tidak bertentangan dengan Pancasila, Undang- Undang Dasar

Tahun 1945, perundang-undangan dan kepenting€rn umum.
Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2|

Cukup jelas.
Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-
undangan" adalah peraturan perundang-undangan di
bidang perencan€ran daerah.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (21

. Penanganan potensi intoleransi sebagai bagian tidak
terpisahkan dari upaya penguatan Toleransi [ebhinek-aan sudah
seharusnya dilakukan pada tataran kebijakan Kabupaten untuk
memastikan pembangunan datam iklim aman dan damai berlangsung
secara berkelanjutan. Pada tataran kebijakan ini, dilakuka., ip.yi
peningkatan Toleransi, dan pemeliharaan Toleransi, serta penanganin
konflik yang dilakukan melalui pemaduan penriekaian m*eialui
perdamaian, pembangunan dan demokrasi pada setiap tahapannya.

Untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum
kepada semua pihak yarg terlibat dalam penyelenggaraan Toleransi
kehidupan bermasyarakat cii Kabupaten <iaiam rangka terpeliharanya
ketenteraman dan ketertibal masyarakat maka perlu menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Morowali tentang penyelenggaraan
Toleransi Kebidupan Bermasyarakat.
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Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-
undangan" adalah ketentuan Pasal 25 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah.

Pasai 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

D^^^1 1 nri,.S.AI I\J

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasel 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Ayat (1)

Cukup jelas.
iryat (2)

Huruf a
Yang dimaksud dengan "rekonsiliasi" adalah upaya
membangun Kembali hubungan antarmanusia
pada tingkat spiritual, sosial, strrrktural dan
-1--l- *:l--1 L^---:----r-1-^-- l^- .^---:-^l-1-^--tr[uruBr.tlrlr -vrurB LtrrPurH,,+r.tl,iilr rlirir LtrrPlsa.rl]Latr
akibat terjadinya konflik.

Huruf b
Yang dimaksud dengan "reintegrasi" adalah upaya
menyatukan kembali korban konflik yang telah

^: ^+^.. 1-^*:*^^: ^^^^-^ ^,.1-^-^t^ +^--^rrrur rt;iiarE;r>l ctLctL{ rrrvl rlrl6r Ctr)l r)U\,Cu a. r: \lAcL,. \.rct Ld,r.tPct

paksaan dari pihak manapun kembali pada
lingkungan masyarakatnya danlatau tempat
tinggalnya.

Huruf c
Wan c .{im al-or rr{ r{an can 4ralr a}rilif a oi' a rl a I a 1rr 4ib UlairrJ\guu uv^lbr+^ ^ v^rsvluLuur uuuurr

perbaikan dan pemulihan semua aspek layanan
publik sampai tingkat memadai pada wilayah
pasca konflik dengan sasaran utama normalisasi
secara wajar berbagai aspek pemerintahan dan
kchir{rrnan rnasrrarakat senerti narTa knnr{isir'.**
sebelum terjadinya konflik.

Huruf c
Yang dimaksud dengan "rekonstruksi" adalah
pembangunan kembali semua prasarana dan
sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca
konflik dengan sasarzrn utama tumbuh
kembangnya kegiatan ekonomi, sosial dan budaya,
tegaknya hukum, ketertiban serta bangkitnya
pera.n serta masyarakat dalam segala aspek
kehidupan.



Pasal

Pasal

rasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal

Pasal
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Ayat (3)
Cukup jelas.

L4
Cukup jelas.

15
Cukup jelas.

16
Cukup jelas.

L7
Ayat (1)

Hurufa
Cukup jelas.

Hurufb
Yang dimaksud denkgan "pihak ketiga" adalah
lembaga sosial masyarakat, lembaga pendidikan
formal, lembaga pondok pesantren dan para
pelaku usaha.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan"
adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2o18
tentang Kerja Sama Daerah.

18
Cukup jelas.

19
Cukup jelas.

20
Cukup jelas.

2t
Cukup jelas.
cc
Cukup jelas.
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